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PERATURAN DAERA

KABUPATEN
NOMOR 18 TAHUN 2909 SeiCHuA

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

; ' { ; .
Nenimbang  © @ bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemotongan hewan

di Kabupaten Banggai maka perlu diadakan pengaturan dan penertiban
penyelenggaran pemotangan hewan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintab Momcr 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 20C) tentang Pajak Dan Retribusi Daerah maka
terhadap Peraturan Daerah Tingkat Il Banggai Nomor 19 Tahun 1998
tentang Retribusi Rumah Polong Hewan, dalam wilayah Kabupaten
Banggai perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan.
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o

Mengingat

-—

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik indonesia
Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822),

_ Undang Nomor 8 Tahun 1681 tentang.Kitab Und_ang - Undang
}l;lnganQArgrf; pidgana (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1951
Nlclmlljt;? '76 Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia

Nomor 320 Tohun 1997 tentang Pajsk Daerah d
18 Tahun entang Pajak Daerah dan
Undgng-pndaf:gh":?_?;{;aran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Retribusi Dae Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ‘3‘1-5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 308T) on 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 34 . :un 1997 tentang Pajek Daerah Dan Retribusi Daerah
Nomor 18 s ara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomwcr 245,
%_Lembbaahr :2 Ler:gara" Negara Republik Indonesia 4048);
am

Undang Nomor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan
Undang -~ ganéan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Perundang-un Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor v

Nomor 438);

N
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o

o
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6. Undang U
~ Yndang N

%embara” Negara R:“%r ;’32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tgara Ry Nomor 44 Sn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

U ’ ,

Ugg:ﬂg 8233” Nomor 1)28-?:;3: l%aor;;atte:ah diubah terakhir dengan
B an en

(Lembara 9 Nomor 32 Tah ang Perubahan Kedua Atas

N Negara R Un 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Negara R| Nomor 4844)-Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

€gara Republik Indonesia Nomor 4139 )

Upaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tn Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

8. Peraturan Daerah kab
Kewenangan Kabupate
Tahun 2009 Nomor 1,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGA
dan
BUPAT] BANGGAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i. )
‘ E:;r::a‘nafgﬁ‘ag:;t;ﬁpassgtgﬁnﬁﬁala Daerah beseria Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Bupati adafah Bupati Banggal:
. Dewan Perwakilan ~Rakyal Daep:a?(abzggtgen
lembaga Perwakilan Rakyat Daera
pemerintahan daerah.
. Kas Daerah, adalah Kas Daera
- Hewan Ternak ialah Lembu, Ker
. Pelayanan Rumah Potong Hewan
hewan ternak termasuk P‘:‘aﬁj‘i’;
dipotong yang dimiliki dan atd
 Rumah Potong Hewan ialah 5tnqluetemp
oleh Pemerintah Daerah Serta IP ng menghilangkan
+ Polong adalah serangkaian lmda:::gg; ;
Menyembelih,menusuk dan atau

selanjutnya  disebut DPRD  adalah
Banggai sebagai unsur penyelenggara

n Banggal : :
hbléibl}l&'r:;:’ kamt?iﬂg atau Domba, Babi dan Unggas ;

anan Penyediaan fasilitas rumah pemotongan
ad;fr:“e:f:gan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
n

intah Daerah
lola oleh Pemer! an uraum yang disediakan dan dikelola

uk memotong hewan ;
kan unt nyawa hewan ternak dengan cara
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i Daerah, yang selan

.+ BeD . U{nya d
* zmbayer alas Jasa atay pempar. .. SSOUt Retribyc
penl {.. fint hJD Y Pemberign iZin tera Retribusi adalah Pungutan p '
2h pemennian Daerah unx Kepenti -1 yang kKhusus dis qutan Daerah sebagal
e Jasa Usahs ago kepentin >US disediakan dan atau diberikan

) ~1tgan org ihad:
s 8" Retribys o Ng pribadi atay badan hukum ;

sngan menganut prinsip komersig) - a8 Jasa yang disedi
£ng : ersi ak '
surat Ketetapan Retribusi Daergp y:3n an oleh Pemerintah Daerah
yang r;enetntukaanesarnya jumlah R
surat Ketetapan Retribusi Daerah g g terutang ;
N av Ufang Ba '
gurat Keputusan yang menentyy /a1 ¥2ng selanjutnya disings
Retribusi, jumlah. kekurangan 0 emag‘a::;mya Jumlah' Retribusi /yan: I?grﬁ?;rzb,(?t?rr:(ighagizn
jumiah %ang masih harus dibayar. Pokok Retribysi, besarnya sanksi administrasi dan
.1 Surat Ketetapan Retribusi p
| EKF‘;DKBT adalah Surat Kepu?t?;:: y’;l;fang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
2 ditetapkan: 9 menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang
iz Surat Tagihan Retribusi Baerah yan :
: . _ selanjutnya disi
melzkukan tagihan Retribusi dan ata sgnksi agﬁ}gi@ag;sbngkat STRD adalah Surat untuk
erupa bunga dan atau denda.

BAB I

Q. ) O
M

Al

3 selanjutnya dic:
elribys; yjan ya disingkal SKRD adalah Surat Keputusan

Can

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan di

' 4 _ pungut pembayaran Retribusi atas pelayanan
renyediaan fasiitas di Rumah Potong Hewan. e ' P

Pasal 3

Coyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Sbjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakaiimenggunakan fasiltas
Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajb Retribusi  adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut - peraturan
Perundang ~ undangan Retribusi diwajibkan untuk malakukan pembayaran Retribusi, termasuk

Pemungutan atau pemotongan ditempat tertentu.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribyei adalah jasa yang disediakan oleh I?emerintah Daerah atas
Uma:S;a ggrrgagezggieﬁ::;;ap an dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pernotongan

#Wan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
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BAB Iy
CA
RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

rogkat pengdunaan jasa Retribys;

pc-n'ueriksaan, volume / sample dan uns 9 diukur berdasarkan jenis hewan, jenis

ur bahan pemeriksaan,

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan harga pasar.

2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pemotongan hewan / ternak per ekor

1) Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp.  45.000,-
2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp. 9.000,-
3) Unggas sebesar Rp. 400,-

b.  Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak sebelum dipotong per ekor :

1) Sapi, Kerbau, Kuda seoesar Rp. 15.000,-

2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp.  6.500,-

3) Unggas sebesar Rp. 350,
C.  Biaya pemeriksaan daging per ekor :

1) Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp.  5.000,-

2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp.  1.500,-

3) Unggas sebesar Rp. 250,-

i h.
%) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daera

Pasal 9
n upacara keagamaan dan atau adat dibebaskan dari

Hewan yang akan dipotong untuk keperiua
Ungutan Retribusi.

Dipindai dengan CamScanner



BAB v
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

iap hewan yang akan dipot :
f) Setiap potong, harus diperiks:
| Al | periksa lebih dahuly kesehatannya oleh Petugas
 petugas Ahli akan melakukan pemeriksan '
‘ i . aan terhadap seti )
setelah pCTmI.lknya menunjukkan Surat Ketemnganpda,i I:<p hc,\,Nan yang akan dipotang ,
persangkutan; epala Desa / Kelurahan yang

) pemeriksaan sebagaimanan dimaksud pada : : :
| rarus diperiksa kesuburannya oleh petugr:s ahl?,yat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu

Pasal 11

spabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita

«akit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produklif, petugas ahli dapal atau harus
menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 12

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemilik hewan berhak mengajukan
remeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 13

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat
menujukkan kartu pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang barwenang.

Pasal 14

(1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota - anggota badan lainnya

dari dah dipotong. . . POl
@ Dagl; ir:‘zwz; :aggg?:n 3 bggian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diteri tanda

stempel tinta warna violet sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh
juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
pasal 15
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

. 2 imana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah
(2) :]a?]l' gegungu;anaril;:zzjisSggsgfi‘:a (BKP) pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
elalui Bendahar

Dan Aset Daerah Kabupaten Banggal.
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BAB vy
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1g

wlayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Banggai

BAB 1X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal .w.ajlb r.etribusi tidak membayar tepat waklunya atau kurang membayar, dikerakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besamya retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang bayar

dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang
paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah saat terutang.

i betulan, Surat Keputusan
2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Kepuiusan pembetulan, |
) keberatai c?an putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang ha(us dibayar
bertambah. harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkannya tersebut diatas.

. thats sl i tan yang ditentukan
: 4iib retribusi setelah memenuhi persyara
(3) gupatn atasbpg‘r(mohograsr;u‘;‘;;gn kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda
PZﬁfgaT;?n (re:tr;)r::s?dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan.

(4) Tata bayaran tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan
cara pemba , lempe
Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

pasal 19

. Jasarkan SKRD, SKRDKB, SK_RDBKT, SJiD.tsurEt keputusan

Retribusi yang terutangtbe;n keberatan dan putusan bandm? ying tidak atau kurang bayar
keputus itacih dengan surat paksa.

ggﬁtﬁ;;li)a?étfizfsti pa?ja waklunya dapat ditagih 9eng

{2) dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
Penagihan Retribusi  de

ku.
Perundang - undangan yand berla
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BAB X||
KADALUWARSA

Pasal 20

) penagihan retribusi, kadaluwarsa S
’ jangka waktu 3 (tiga) tahun terhityn
retribusi melakukan tindak pidana di

etelah melampaui jangka wakty 3 (tahun) melampai

9 sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
bidang retribus;,

) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksug o .
. a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ataud; 2yt {1} tertangguh apabila:

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagairmana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupat.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati m juk pejabat tertentu  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
enunju

Peraturan Daerah ini.

BAB XV
PENYIDIKAN

pasal 23

. lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
{1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil !:ﬂ;rgl‘;kﬂ'!i';g] peiyidikan tindak pidana dibidang retribusi

khusus sebagai penyidik unll:’ 4alam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

daerah sebagaimana dimaksy i
Kitab UndangiCJ _ Undang Hukum Acara Pl
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9 PONYRIA sebagamana o
MENCHH, menmm. . ARSI pa
v W ‘\)im‘.;\u:'\.‘.‘ ! '
A G0dang Bary ORI keters
mencan das dang Nelnbusi Dae ,‘ W Keterangan Mau laporan berkenan
G Jdan mv:“\‘U'?“‘qh UK an, X SAPoran

o VHEVALN

e Whd

Viaranma
L Cluiig, p i 4
Y ianaan da ayat (1) actatah |

b dal
dengan tindak pidan

Ahann !
[\‘ . .

-

".‘i:‘:-l.\: :\L“\"\"':‘. r !" Mannd &‘r\ k(‘t(‘{ 'u
W - Sl Perbuata N nl\‘]d“ Manna .
PR Yang dilakukan “nv.n‘;‘.n‘,i orang pribadi atau badan

A bt N
NEVIARTR \E(’rﬁn\‘! Ny A .
- Meminta heterangan dan b ehubungan dengan tindak pldana
G G Dahan buky dan
: i d\"] (\l

tndak pidana dibidana Re ang v, ,
e ,,"_.\Q . dang Retribysi Dacrah 3 P atau badan sehubungan dengan
g Nemenisd Bukt ~ buku, calatan « emy

Catatan, dan ¢
- wan, dan dokume
a Retrbusi Dacrah ; a

dirhs »

Jahan untuk m

' on
dokumen = dokumen, serta mel (TN

L .‘.' ¥ g 14
‘ o . :: ft bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
{ Meminta bantuan tenaga ahli gy 111\‘:4:5,“”‘“‘ torhadap bahan bukti tersebut ;
oidana dibidang retribust . aTth AMrangha pelaksanakan tugas penyldikan tindak
Menyuruh berhenti, melarar :
M + '\'\}5’\.,\“}:‘ 't INILE .
pemeriksaan sedang betl xn‘:\:ua‘l ]u;..mg S TN 1) IRTCALEACH Ak
, e ARSI dan memenksa identitas oran '
e : 82 ientitas orang dan atau dokumen
):mg dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huryf e : o -
amo {08 ' ' ) )
§‘~ \;‘ motret jlc“‘\"““g yany berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dagrah
aSmanam N\ N i
L Memanggil orang untuk - didengar Keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka
atau saks| ) )
Menghentikan penyidikan,
. Melqkukgn tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

dengan tindak pidana dibidan

e Melakukan penggele

= (dokumen lain berkenaan

“

S

Penvidik ~ sebagaimana  dimaksud  padaayal (1) pasal - ni memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampatkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,
sesuai dengan hetentuan yang dutur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1081

Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

hs

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
' . . snnaki ' a sohingga merugikan Keuangan Dagrah
1) We ibusi ve ak melaksanakan Rewajibanny: sehings N AR i
L mg;,f,";%f,']z‘E:ﬂl}:ﬁ,‘:‘"‘\fuum lama 3 (1ga) bulan atau denda paling banyak Rp. $0.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah).

() Tindak Pidana sebagaimana dimaksid pada ayat (1) adalah Pelanggaran

(N monpakan penerimaan daerah dan disetor
\

3) Denda sebagaimana dimaksud pada ay

langsung ke Kas Daerah.
pAL XVII
KF.TF.NTW\N PENUTUP
Pasal 29

i, maka Poraturan Daerah  Kabupalen Daerah

?.eﬂgan borlakunya anlunm‘ |l:;:::r{:l'\im aniang Rotibusl Rumah Polong Hawan dinyatakan
akat Il Banggai Nomor 10 Tahurt =
dak berlaky lagi
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Pasal 26

U Daerah ini mulai berlaky pags, tanggal diundangk
an,

getahuin
lembara

o supaya Setiap orang dapat men

pacreh ini dengan penempatannya dalam ¥a memerintahkan pengundangan Peraturan

n Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan  di Luwuk
padatanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI
L/ﬁ /4

-~ MA'MUN A

pundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

//’T’W_____—w
MUSIR A. MADJA

PATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 20

LEMBARAN DAERAH KABU
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